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1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pembangunan nasional yang dilaksanakan dewasa ini merupakan bukti
kepedulian pemerintah terhadap setiap perubahan zaman yang semakin cepat.
Berbagi sektor kehidupan telah mendapat perhatian yang serius, termasuk sektor
pendidikan. Dari tahun ketahun pemerintah mengadakan perubahan dan pembaharuan
dibidang pendidikan dengan sasaran untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
Sejalan dengan itu Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 pada Bab
II Pasal 13 dikemukakan bahwa:
Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemauan dan membentuk
watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan
kehidupan bangsa, dan bertujuan untuk perkembangan potensi peserta didik
agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha
Esa, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi
warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.1
Dalam bidang pembangunan, pendidikan merupakan salah satu sektor yang
penanganannya sudah diserahkan kepada daerah. Namum demikian diperlukan
penanganan yang lebih profesional, sebagaimana telah diserahkan kepada
pemerintah daerah terlebih oleh pelaksana teknis pendidikan disekolah. Selain itu
secara nasional, desentralisasi pendidikan dengan diberikan kewenangan kebijakan
1
. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem pendidikan Nasional, (Cet. III
Bandung: Fokus Media)
2pendidikan di daerah tetap diserahkan kepada pemerintah pusat, yang dikenal dengan
sentralisasi pendidikan.
Hal ini menjadi tantangan bagi pelaku pendidikan di daerah, yang selama ini
tidak banyak peran utamanya dalam pengambilan kebijakan. Di sini diperlukan
perhatian yang serius yang tentunya dipahami sebagai kesempatan bagi kepentingan
pengelola pendidikan, termasuk peran masyarakat di daerah.
Sekolah sebagai lembaga yang bertanggungjawab terhadap peningkatan
sumber daya manusia khususnya yang terkait dengan proses pembelejaran karena
sekolah sebagai salah satu komponen yang menentukan keberhasilan pendidikan.
Dalam upaya membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa,
maka pendidikan agama memiliki peran yang sangat penting. Untuk itulah
pendidikan agama wajib disajikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan.2
Khususnya pada jenjang Madrasah Tsanawiyah yang merupakan tingkat menengah
bagi peserta didik sebelum melanjutkan pendidikan kejenjang lebih tenggi lagi.
Keberhasilan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah menjadikan siswa lebih
bersemangat untuk lebih mampu menyerap materi pendidikan agama dilevel
pendidikan berikutnya.
Mohammad Noor Syam mengemukakan bahwa :
Hubungan masyarakat dengan pendidikan sangat bersifat korelatif, bahkan
seperti  masyarakat meju karena pendidikan, dan pendidikan yang maju akan
ditemukan dalam masyarakat yang maju pula.3
2
. Hasbullah, Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan, (Jakarta: Rajawali Pres, 1999), h. 177.
3
. Ibid, h.179
3Sedangkan Sanafiah Faisal mengemukakan bahwa :
Hubungan antara sekolah (pendidikan) dengan masyarakat paling tidak bisa
dilihat dari dua segi yaitu:
a. Sekolah sebagai tempat masyarakat di dalam melaksanakan fungsi
pendidikan. Dalam konteks ini, berarti keduanya yaitu sekolah dan
masyarakat dilihat sebagai pusat-pusat pendidikan yang potensial, dan
mempunyai hubungan yang fungsional.
b. Sekolah sebagai prosedur yang melayani pesan-pesan pendidikan dari
masyarakat lingkungannya. Berdasarkan hal ini, berarti masyarakat dan
sekolah memiliki ikatan hubungan rasional berdasarkan kepentingan di
kedua balah pihak.4
Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan merupakan upaya
mendekatkan lembaga pendidikan menuju suasana yang lebih demokratis dan
aspiratif. Kondisi tersebut akan menjadikan lembaga pendidikan lebih terbuka dan
sejalan dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat.
Untuk lebih meningkatkan peran serta masyarakat dalam bidang pendidikan
diperlukan wadah yang dapat mengakomodasi pandangan dan aspirasi serta menggali
potensi masyarakat untuk menjamin demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas
satuan pendidikan atau sekolah dan wadah yang tepat adalah komite sekolah yang
memberikan dukungan dan peran serta masyarakat, sebagai lembaga yang lebih baik
dan tidak sekedar lembaga pelaksana pendidikan, yakni lembaga yang dapat
4
. Sanafiah Faisal, dalam Tim Dosen FIP Malang, Pengantar Dasar-Dasar Kependidikan,
(Surabaya: Usaha Nasional, 1998), h. 148
4menerima aspirasi dan bantuan masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan
dan pendidikan disekolah.
Sejalan dengan hal tersebut pemerintah telah mengeluarkan Kepmen Diknas
044/U/2002 sebagai landasan  hukum pembentukan komite sekolah di sertai
tugas dan fungsinya. pembetukan komite sekolah secara ideal akan dapat
meningkatkan keterlibatan masyarakat baik secara moral dalam bentuk
dukungan ide ,gagasan , saran maupun dalam hal dukungan secara material
dalam bentuk financial . Selain itu keterlibatan masyarakat juga meliputi
perencanaan ,pelaksanaan, evaluasi pendidikan walaupun dalam bentuk
tersendiri sesuai dengan aturan yang ada.5
Keterlibatan  masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan  lewat wadah
komite sekolah mempunyai dampak dalam meningkatkan kualitas pengelolaan
pendidikan. Para pengurus komite beserta sejumlah istansi terkait turut serta memberi
dukungan yang berwujud finansial. dan pada akhirnya akan meningkatkan kualitas
pendidikan termasuk  sumber daya peserta didik
Bertolak dari beberapa fenomena yang telah di kemukakan diatas peneliti
merasa tertarik untuk mengkaji pelaksanaan fungsi komite sekolah terhadap mutu
pendidikan Islam pada Madrasah Tsanawiyah Negeri Kelara Kabupaten jeneponto
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas .maka penulis
dapat merumuskan permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut :
1. Bagaimana Pelaksanaan Komite Sekolah  Pada Madrasah Tsanawiyah Negeri
Kelara Kabupaten Jeneponto?.
5
. Ibid, h. 151
52.  Bagaimana Fungsi Komite Sekolah  Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan
Islam Pada Madrasah Tsanawiyah Negeri Kelara Kabupaten Jeneponto?.
C. Hipotesis
Dari rumusan masalah tersebut, peneliti menguraikan jawaban sementara
dalam menganalisa permasalahan di atas . peneliti mengemukakan hipotesis sebagai
berikut:
Fungsi Komite Sekolah Pada Madrasah Tsanawiyah Negeri Kelara Kabupaten
Jeneponto adalah membantu mencarikan dana dari masyararakat untuk
selanjutnya dikelolah bersama pihak sekolah demi menciptakan mutu
pendidikan khususnya pendidikan Islam  yang lebih berkualitas.
D. Pengertian Judul
Untuk menghindari kesalah pahaman terhadap judul skripsi yang akan
dibahas, maka peneliti memberikan pengertian agar diperoleh pemahaman yang
komprehensif, utuh dan bermakna. Kata–kata yang dianggap penting dalam judul
skripsi ini adalah :
Ramayulis mengemukakan pengertian pendidikan dalam buku Ilmu
pendidikan adalah sebagai berikut :
6“Pendidikan adalah bimbingan atau pertolongan yang diberikan dengan
sengaja terhadap anak didik oleh orang Dewasa agar menjadi Dewasa”.6
Sedangkan Mappanganro memberikan pengertian pendidikan sebagai berikut:
Pendidikan adalah segala sesuatu yang berbentuk kegiatan, usaha, tingkah
laku, perbuatan Manusia baik secara sadar maupun tidak, dengan
membimbing, mengasuh anak, atau peserta didik agar dapat meyakini,
memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam.7
Hal ini sejalan dengan pengertian pendidikan menurut Undang–Undang
No.20 tahun 2003 dalam system pendidikan Nasional:
Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui
kegiatan bimbingan, pengajaran atau latihan bagi peranannya dimasa yang
akan datang.8
Selanjutnya pendidikan yang dirumuskan dalam GBHN (Garis-garis Besar Haluan
Negara) yang berbunyi sebagai berikut
Pendidikan merupakan proses budaya untuk meningkatkan harkat dan
martabat manusia. Pendidikan barlangsung seumur hidup dan dilaksanakan
dalam lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat.9
Sedangkan pendidikan Islam, Muhammad Ibrahim mengemukakan bahwa :
Pendidikan islam dalam pandangan yang sebenarnya adalah suatu sistem
pendidikan yang memungkinkan seseorang dapat mengarahkan kehidupannya
sesuai cita-cita islam sehingga dengan mudah ia dapat membentuk hidupnya
sesuai dengan ajaran islam.10
6
. Ramayulis, Ilmu Pendidikan, (Cet. I: Jakarta: Kalam Mulia, 1994), h. 1
7
. H. Mappanganro, Implementasi Pendidikan Islam di Sekolah, (Ujung Pandang Yayasan Al-
Ahkam, 1996), h. 10
8
. H. Abdurrahman, Pengelolaan Pengajaran, (Ujung Pandang: CV. Bintang Selatan, 2003),
h. 14
9
. MPR. RI: GBHN. (Surabaya: CV. Amin, 1999), h. 93
10
. H. M. Arifin, Kapita Selekta Pendidikan (Islam dan Umum) (Cet. I: Jakarta: 1991), h. 3
7Marimba juga memberikan pengertian bahwa:
Pendidikan islam adalah bimbingan jasmani dan rohani berdasarkan hukum-
hukum agama islam menuju kepada terbentuknya kepribadian utama menurut
ukuran-ukuran islam.11
Dengan memperhatikan beberapa pendapat di atas, maka mutu pendidikan
Islam tidak terlepas pada proses pendidikan yang mengarah kepada pembetukan
ahklak atau kepribadian peserta didik, baik yang sementara dalam proses belajar
mengajar maupun output yang dihasilkan.
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini sebagai
beririkut ;
a. Untuk mengetahui pelaksanaan fungsi komite sekolah terhadap mutu
pendidikan Islam di Madrasah Tsanawiyah Negeri  Kelara Kabupaten
Jeneponto
b. Sebagai pertimbangan pihak sekolah dalam dalam meningkatkan fungsi
komite sekolah terhadap mutu pendidikan Islam pada Madrasah
Tsanawiyah Negeri Kelara Kabupaten Jeneponto
2. Kegunaan Penilitian
a.  Kegunaan ilmiah yaitu dimaksudkan dapat menambah atau  memperkaya
Khasanah kepustakaan atau dijadikan sebagai salah satu sumber bacaan
11
. Ahmad D Marimba, Filsafat Pendidikan Islam, (Bandung:  al-Ma’rif, 1980), h. 131
8serta bahan  komparasi dan impormasi dalam mengkaji masalah yang
relevan dengan hasil penelitian ini.
b.  Kegunaan praktis yaitu hasil dari penelitian nin dapat bermamfaat bagi
para guru, komite sekolah dan para guru pendidikan agma islam dalam
menigkatkan mutu pendidikan agama islam .
G. Garis Besar Isi Skripsi
Untuk memudahkan dan memahami bahasan skripsi ini, maka penulis
membagi atas lima bab yaitu sebagai berikut :
Bab I yang merupakan bab pendahuluan diungkapkan pokok permasalahan
dan ruang lingkup penelitian yakni Bagaimana Pelaksanaan Fungsi Komite Sekolah
Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan Islam Pada Madrasah Tsanawiyah Negeri
Kelara Kabupaten Jeneponto?
Bab II menguraikan tentang pengertian komite sekolah secara teoretis, dasar
pembentukan komite sekolah, peran dan fungsi komite sekolah dalam peningkatan
mutu pendidikan Islam.
Pada bab III metode yang digunakan dalam penelitian yaitu populasi dan
sampel, populasi yang dimaksud keseluruhan yang akan diteliti baik itu manusia
maupun benda lainnya sementara sampel adalah sebagian dari populasi atau yang
9mewakili. Namun di dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian populasi,
sebab populasi tersebut di bawah dari 100%. Metode pengumpulan data yang
digunakan adalah kepustakaan dan penelitian lapangan. Sementara instrumen yang
dipakai yakni cacatan observasi, pedoman wawancara dan dokumentasi. Terakhir
dikembangkan pengolahan (analisis) data secara deskriptif analitik
Pada bab IV menguraikan tentang hasil-hasil penelitian serta analisis terhadap
relevansi antara teori dengan hasil-hasil penemuan di lapangan yakni,  sejarah
berdirinya Madrasah Tsanawiyah Negeri  Kelara Kabupaten Jeneponto, keadaan guru
Pada Madrasah Tsanawiyah Negeri Kelara Kabupaten Jeneponto, keadaan pengurus
komite sekolah dan keadaan siswa-siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri  Kelara
Kabupaten Jeneponto. Kemudian fungsi komite sekolah pada Madrasah Tsanawiyah
Negeri  Kelara Kabupaten Jeneponto dan pelaksanaan fungsi komite sekolah terhadap
mutu pendidikan Islam pada Madrasah Tsanawiyah Negeri  Kelara Kabupaten
Jeneponto.
Dan bab V penulis merumuskan kesimpulan akhir dari keseluruhan
pembahasan skripsi ini dan implikasi penelitian.
10
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengertian Komite Sekolah
Seiring dengan perkembangan tuntutan masyarakat, terhadap kualitas
pelayanan dan hasil pendidikan yang disajikan oleh sekolah dan perubahan sistem
pengajaran. Taatanan pemerintahan dari sistem sentralisasi kearah desentrelisasi,
maka dicarikan pilihan konseptual yang dapat memecahkan persoalan persekolahan.
Salah satu konsep yang diduga akan memberikan pilihan pemecahan masalah adalah
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Dalam konteks tersebut perlu adanya suatu
penataan peran dan fungsi komite sekolah.
Dalam Keputusan Pemerintah dalam hal ini Pendidikan Nasional No :
044/U/2002 diiartikan bahwa komite sekolah adalah :
Komite sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat
dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efesiensi pengolahan
pendidikan disatuan pendidikan, baik pada pendidikan prasekolah jalur
pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah.1
Komite sekolah merupakan suatu badan atau lembaga non propit dan politis,
dibentuk berdasarkan musyawarah yang demokratis oleh para sakeholder pendidikan
pada tingkat satuan pendidikan sebagai representas dari berbagai unsur yang
bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas proses dan hasil pendidikan.
1 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Komite Sekolah,
(salinan Kepmen Diknas RI), lampiran II.
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Pembentukan komite sekolah sangat bermanfaat dalam penyelenggaraan
pendidikan karena di dalamnya melibatkan banyak pihak termasuk di dalamnya
masyarakat  dan orang tua siswa, sehingga komite sekolah bisa di jadikan sebagai
wadah untuk menampung dan menyalurkan saran, ide dan keluhan untuk
menciptakan suasana yang kondusif dalam proses belajar mengajar.
Selain itu pembentukan Komite Sekolah juga merupakan amanat rakyat yang
telah terutang dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program
Pembangunan Nasional (Propenas) 2000 – 2004. Amanat rakyat ini selaras dengan
kebijakan otonomi daerah, melainkan juga dalam beberapa hal telah diberikan kepada
satuan pendidikan, baik pada jalur pendidikan sekolah maupun luar sekolah.
Komite sekolah merupakan badan yang bersifat mandiri, tidak mempunyai
hubungan hierarki sekolah maupun lembaga lainnya. Hal ini sesuai dengan yang
dikemukakan Indra Djati Sidi, bahwa:
“Komite sekolah bersifat independen yang berkedudukan sebagai mitra
sekolah dan bersifat sebagai lembaga pengontrol bagi sekolah”.2
Dibentuknya komite sekolah dimaksudkan mempunyai komitmen serta peduli
terhadap peningkatan kualitas sekolah, untuk memberikan arah dalam menjalankan
fungsi tentunya setiap lembaga memiliki tujuan, demikian pula halnya dengan komite
sekolah, Pembentukan komite sekolah mempunyai tujuan sebagai berikut :
2 Indra Djati Sidi, Menuju Masyarakat Belajar, Menggagas Paradigma Baru Pendidikan.
(Cet. I Jakarta : Logos, 2001). H. 135
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1. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam
melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan diastuan
pendidikan.
2. Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam
penyelenggaraan pendidikan disatuan pendidikan.
3. Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, demokratis dalam
penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu disatuan
pendidikan.3
B. Dasar Pembentukan Komite Sekolah
Dalam sebuah sekolah banyak hal atau masalah yang dianggap penting yang
mungkin tidak bisa diselesaikan oleh kepala sekolah dan guru-guru yang
membutuhkan campur tangan orang tua siswa dan masyarakat sekitar lingkungan
sekolah yang peduli akan pendidikan, maka dari itu di bentuknya komite sekolah
sangat penting artinya bagi sekolah-sekolah untuk mencapai tingkat pendidikan yang
bermutu. Karena dengan adanya Komite Sekolah sebagai mitra Kepala Kepala
Sekolah mereka dapat saling membantu untuk memecahkan masalah-masalah yang
timbul yang dapat menghambat peningkatan mutu pendidikan, sampai terciptanya
ide-ide cemerlang.
Maksud dibentuknya Komite Sekolah adalah agar ada suatu organisasi
masyarakat sekolah yang mempunyai komitmen dan loyalitas serta peduli terhadap
3 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional, op cit. Lampiran II
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peningkatan kualitas sekolah. Komite Sekolah yang dibentuk dapat dikembangkan
secara khas dan berakar dari budaya, demografis, ekologis, nilai kesepakatan, serta
kepercayaan yang dibangun sesuai dengan potensi masyarakat setempat. Oleh karena
itu, Komite Sekolah yang dibangun harus merupakan pengembang kekayaan filosifis
masyarakat secara kolektif. Artinya, Komite Sekolah mengembangkan konsep yang
berorientasi kepada pengguna (client model), berbagi kewenangan (power sharing
and advocacy model), dan kemitraan (partnership model) yang difokuskan pada
peningkatan mutu pelayanan pendidikan.
Sudah sejak lama di lingkungan lembaga pendidikan terdapat apa yang
disebut dengan POMG dan BP3 di masing-masing sekolah/madrasah. POMG dan
atau BP3 ini keanggotaannya terdiri atas para wali murid yang memiliki peran
membantu sekolah/madrasah di dalam meningkatkan kualitasnya, terutama yang
terkait dengan pengumpulan pendanaan yang diperlukan oleh masing-masing
lembaga pendidikan. Pendanaan yang dimaksudkan itu sesungguhnya dalam
prakteknya dikumpulkan sebatas dari para wali murid. Mengapa menggunakan
POMG dan atau BP3, dan bukankah kepala sekolah/madrasah yang bersangkutan
mampu melakukan peran itu ? Jawabnya adalah, agar kepala sekolah tidak terlibat
hal-hal yang menyangkut keuangan, ia agar lebih konsentrasi untuk menangani
peningkatan kualitas pendidikan. Selain itu, strategi ini dipilih agar ada keterlibatan
langsung pihak wali murid melalui organisasi itu dalam penyelenggaraan pendidikan.
Konsep melibatkan masyarakat dalam wadah POMG dan atau BP3 ini dilihat dari
tanggung jawab pendidikan sesungguhnya sangat bagus. Hanya dalam kenyataannya,
14
tidak semua organisasi tersebut berjalan dengan baik. Lagi pula, peran organisasi
yang melibatkan orang tua siswa ini pada umumnya hanya sebatas pengumpulan dana
yang dipelukan oleh masing-masing sekolah, terutama yang terkait dengan
pemenuhan kebutuhan sarana fisik dan hal lain di seputar itu yang diperlukan oleh
sekolah. Sekolah-sekolah yang memiliki BP3 dan orang-orangnya cukup paham
terhadap visi dan misi pendidikan, ternyata memang dapat mengalami kemajuan.
Akan tetapi sayang tidak sedikit POMG dan atau BP3 yang keberadaannya sekedar
untuk memenuhi kebutuhan formal, sehingga adanya sama dengan tidak adanya.
Munculnya konsep tentang Manajemen Berbasis Masyarakat dan Manajemen
Berbasis Sekolah/Madrasah, selanjutnya diikuti konsep baru yang disebut dengan
Komite Sekolah/ Madrasah. Konsep ini sesungguhnya merupakan upaya peningkatan
ruang lingkup peran POMG dan atau BP3 sebagaimana disebutkan di muka, dalam
upaya peningkatan mutu sekolah/madrasah. Jika POMG dan atau BP3 dalam peran
riilnya sebatas mencari tambahan pendanaan yang diperlukan oleh lembaga
pendidikan, maka Komite Sekolah/Madrasah yang lahir atas dasar Keputusan Menteri
Pendidikan Nasional nomor 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 diharapkan memiliki
peran yang lebih luas, yaitu tidak saja sebatas instrumen sekolah/madrasah dalam
pengumpulan dana dari wali murid, melainkan terlibat dalam pemberian
pertimbangan, pendukung, pengontrol, sebagai mediator dan peran-peran strategis
lainnya dalam pengembangan sekolah/madrasah. Melalui konsep ini akan dilahirkan
sebuah keadaan bahwa pendidikan adalah tanggung jawab semua, dikelola secara
terbuka dan demokratis.
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BP3 dalam kurun waktu 26 tahun, pada umumnya belum berjalan sesuai
dengan harapan terutama kelemahan dalam impelmentasi peran dan fungsinya,
dimana sebagian besar masyarakat mempersiapkan BP3 terbatas pada pengumpulan
dana dari orang tua siswa serta belum optimalnyabperan dan fungsi pengurus sesuai
struktur BP3 yang ada. Termasuk pula sekolah dan BP3 belum membangun budaya
kemitraan yang khas untuk mencapai kualitas pelayanan proses belajar mengajar
kepada peserta didik yang bermuara pada kualitas hasil.
Belajar dari berbagai pengalaman dan juga kenyataan-kenyataan di lapangan,
ternyata mengiimplementasikan konsep komite madrasah tidak mudah. Kesulitannya
bukan bersumber pada tataran konsep yang kurang jelas, melainkan lebih-lebih oleh
karena budaya berorganisasi di kalangan masyarakat belum berkembang, apalagi
organisasi untuk mengurus lembaga pendidikan yang bersifat non profit ini. Sebagai
tindak lanjut Surat Keputusan Mendiknas tentang Komite Sekolah itu telah dilakukan
kegiatan sosialisasi maupun penyusunan berbagai pedoman operasional
pelaksanaannya. Akan tetapi pada kenyataannya, organisasi semacam itu, yang benar-
benar berhasil mampu melakukan peran dan fungsinya secara baik, jumlahnya amat
kecil. Sudah menjadi sesuatu yang lazim, bahwa lembaga atau badan yang dibentuk
oleh atau atas anjuran pemerintah pada kenyataannya hanya berjalan sebatas tataran
formal belaka. Hal itu tidak saja terlihat pada organisasi yang terkait dengan
pendidikan, seperti komite sekolah/ madrasah, tetapi juga pada badan-badan lain pada
umumnya. Selama ini yang menjadi persoalan adalah bagaimana organisasi semacam
Komite Sekolah/Madrasah itu dapat berhasil melakukan fungsi dan peran
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sebagaimana yang diharapkan. Sehingga Komite Sekolah/Madrasah keberadaannya
bukan sebatas sebagai pemenuhan syarat dan rukun sebuah lembaga pendidikan,
melainkan ia benar-benar mampu memberi manfaat bagi pengembangan lembaga
pendidikan yang bersangkutan.
Organisasi dengan berbagai struktur kelengkapannya, jika diumpamakan
sebagai makhluk hidup, tidak lebih berupa jasad atau raga. Raga atau jasad itu agar
bisa hidup, mampu bergerak, berkembang dan menjadi besar serta mampu melakukan
fungsi dan perannya memerlukan nyawa atau ruh. Aspek terakhir ini, ternyata tidak
mudah ditumbuh-dikembangkan. Akibatnya, badan atau organisasi pendidikan
dimaksud keberadaannya bagaikan jasad minus nyawa. Pada tataran administrasi
kelengkapan organisasi berupa komite sekolah atau madrasah itu sudah terbentuk,
tetapi sekali lagi, kebanyakan baru sebatas pemenuhan administrasi belaka. Orang-
orang yang duduk pada organisasi seperti itu biasanya tidak bisa mencurahkan pikiran
dan tenaganya secara penuh. Pada umumnya yang terjadi di lapangan, mereka hanya
berperan secara musiman tatkala ada problem yang harus diselesaikan bersama.
Kehidupan organisasi seperti itu menjadikan mereka (para anggota organisasi itu)
hanya memberikan perhatian terhadap tugas yang dibebankan kepada mereka kurang
sepenuh hati atau setengah-setengah. Bermula dari sikap seperti ini menjadikan
organisasi tidak berjalan dengan baik, dan bahkan oleh karena informasi terkait
dengan lembaga pendidikan tidak dapat dibagi secara merata, sebagai akibatnya
rentan lahir konflik yang kontra produktif.
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Kondisi nyata tersebut pada saat sekarang ini memerlukan pembenahan-
pembenahan komitmen, kesadaran dan persiapan membangun budaya baru dan
profesionalisme dalam mewujudkan “masyarakat sekolah” yang mempunyai loyalitas
pada peningkatan kualitas peserta didik (siswa). Untuk terciptanya suatu masyarakat
sekolah yang kompak dan sinergi, maka komite sekolah merupakan bentuk atau
wujud kebersamaan yang dibangun melalui kesepakatan.
1. Pelaksanaan Desentrilasi Pendidikan
Undang-undang Nomor.20/2003 mendesentralisasikan pengelolaan
pendidikan sampai kepada sebuah sekolah. Pengalaman internasional menunjukkan
bahwa hal ini dapat meningkatakan kreatifitas para kepala sekolah, meningkatkan
akuntabilatas local, menciptakan partisipasi masyarakat lebih luas dan meningkatakan
komitmen pemerintah daerah pada pendidikan. Pengalaman sebelumnya pengelolaan
berbagai sekolah di Indonesia umumnya positif meskipun landasan hukum tersebut
masih disusun.  Undang-undang Nomor.20/2003 memperkenalkan komite sekolah
mengoperasionalkan pengelolaan berbasis sekolah dengan melibatkan kegiatan-
kegiatan perencanaan, pengawasan dan evaluasi pendidikan.
Otonomi daerah telah memberikan ruang yang cukup besar bagi daerah dalam
pengelolaan pendidikan, berdasarkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
pemerintahab daerah pasal 1 poin dinyatakan bahwa :
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Otonomi daerah adalah kewenagan daerah otonom untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat, menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.4
Lebih lanjut dikemukakan pada pasal 7 ayat 1 dan 2, Undang Undang Nomor
22 tahun 1999 bahwa:
a. Kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang
pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri,
pertanahan keamanan, peradilan, moneter dan fiscal, agama, serta
kewenangan bidang lain.
b. Kewenangan bidang lain sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi
kebijakan tentang perencanaan nasional secara makro, dana perimbangan
keuangan, sistemadminitrasi Negara, dan lembaga perekonomian Negara,
pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan
sumberdaya alam, serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi, dan
standarisasi nasional.5
Bidang pendidikan merupakan salah satu kewenagan yang dilimpahkan
kepada daerah untuk dilasanakan. Berarti pemerintah daerah memiliki kewenagan
yang luas dalam menetapkan kebijakan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan
masyarakat setempat. Anak berhak menciptakan peran serta yang besar masyarakat
dalam pelaksanaan pendidikan sesuai dengan prinsip demokrasi pendidikan.
Pelaksanaan otonomi daerah dengan desentralisasi pendidikan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dengan pihak sekolah. Menurut Alisjahbana dan
Mappanganro secara konseptual, tredaapat dua jenis desentralisai pendidikan, yaitu :
4 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999. Tentang Otonomi Daerah (Bandung, Citra Umbara,
2001), h. 6
5 Ibid, h. 8
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Desentralisasi kewenangan disektor pendidikan dalam hal kebijakan
pendidikan dan aspek pendanaannya daripemerintah pusat kepada pemerintah
daerah (provinsi dan kabupaten/kota), dan desentralisasi pendidikan dengan
focus pada pemberian kewenagan yang lebih besar di tingkat sekolah.6
Berdsarkan pendapat tersebut di atas, maka dapat dikemukakan bahwa kedua
konsep desentralisasi pendidikan pada prinsipnya sesuai dengan pelaksanaan otonomi
daerah yang salah satunya adalah pemberian kewenangan di bidang pendidikan
kepada daerah.
Pelaksanaan desentralisasi pendidikan membuka peluang keterlibatan
masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, sementara keterlibatan masyarakat
diperlukan sebagai wadah sehingga dapat diakomodir hal ini salah satu konsep
diperlukannya pembentukan komite sekolah.
Secara operasional pembentukan komite sekolah di satuan pendidikan perlu
memperhatikan berbagai kondisi riil yang ada, serhingga keberadaanya tidak
membebani masyarakat sesuai dengan kondisi yang ada dilapangan. Oleh karena itu,
Komite sekolah dapat dibentuk dengan alternative sebagai berikut :
Pertama, Komite Sekolah yang dibentuk di satu satuan pendidikan.
Satuan pendidikan sekolah yang siswanya dalam jumlah yang banyak, atau
sekolah khusus seperti Sekolah Luar Biasa, termasuk dalam kategori yang
dapat membentuk Komite Sekolah itu sendiri.
Kedua, Komite sekolah yang di bentuk untuk beberapa satuan
pendidikan sekolah yang sejenis. Sebagai misal, beberapa SD yang terletak di
dalam satu kompleks atau kawasan yang berdekatan dapat membentuk satu
Komite Sekolah.
Ketiga,Komite Sekolah yang di bentuk untuk beberapa satuan
pendidikan yang berbeda jenis dan jenjang pendidikan dan terletak di dalam
6 Alisyahbana dan Mappanganro, Manajemen Berbasis Sekolah Sebagai Wujud
Desentralisasi Pendidikan. (Makassar : Makalah PPS UNM, 2002). Hal 2
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satu kompleks atau kawasan yang berdekatan. Sebagai missal,ada satu
kompleks pendidikan yang terdiri dari satuan pendidikan TK,SD, SLB, dan
SMU, dan bahkan SMK dapat membentuk satu Komite Sekolah.
Keempat, Komite Sekolah yang dibentuk untuk beberapa satuan
pendidikan yang berbeda jenis dan jenjang pendidikan milik atau dalam
pembinaan satu yayasan penuyelenggara pendidkan, misalnya sekolah-
sekolah di bawah lembaga pendidikan Muhammadiyah, Al Azhar, Al Izhar,
Sekolah Katholik, Sekolah Kristen.7
2. Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah
Menurut Bafadal:
“Manajemen berbasis sekolah pada hakikatnya merupakan pemberian
otonomi kepada sekolah untuk secara aktif serta mandiri mengembangkan dan
melakukan berbagai program peningkatan mutu pendidikan sesuai dengan
kebutuhan sekolah sendiri”.8
Secara umum manajemen berbasis sekolah menginginkan optimalisasi peran
semua unsur dalam pencapaian tujuan pendidikan utamanya pelaksanaan pendidikan.
Keterlibatan masyarakat dalam proses pendidikan sangat penting, daengan demikian
diperlukan suatu wadah sehingga partisipasi masyarakatdapat secara terorganisir serta
dapat dimanfaatkan semakksimal mungkin. Sekolah sebagai mediator yang
menghubungkan puhak sekolah dengan masyarakat di luar warga sekolah. Ada dua
kemungkinan yang bias dilakukan yakni secara langsung (tatap muka) dan tidak
langsung. Kegiatan eksternal tidak langsung adalah kegiatan berhubungan dengan
masyarakat melalui perantaraan media tertentu. Kegiatan tatap muka misalnya rapat
7 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Komite Sekolah,
(Salinan Kepmen Diknas RI), Lampiran II.
8 Bafadal. Peluang dan Tantangan Manajemen Berbasis Sekolah. (Jaakarta :  Makalah
Konferensi Nasional Manajemen Pendidikan, 2002), h. 2
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bersama pengurus Komite sekolah setempat, berkonsultasi dengan tokoh-tokoh
masyarakat, melayani kunjungan tamu dan sebagainya.
Penyelenggaraan pendidikan memerlukan dukungan masyarakat yang
memadai, sebagai langkah alternative dalam mengupayakan dukungan masyarakat
disektor pendidikan, maka pemerintah mengupayakan ditumbuhkannya keberpihakan
masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pendidkan.
Menurut Kartono terdapat beberapa keuntungan dari adanya partisipasi
masyarakat dalam pendidikan, yakni:
a. Dapat mengurangi kekuatan tunggal, monopoli dan regementasi oleh
Negara terhadap dunia pendidikan. Di samping ada kontrolsosial dan
inisiatif masyarakat selaku swasta dan volunter.
b. Turut meringankan beban Negara yang amat besar dalam mengatur
kegiatan pendidikan sampai disemua pelosok wilayah Republik
Indoneseia.
c. Membuka kesempatan untuk mengadakan kompetensi bebas yang
sehat dalam memjukan dunia pendidikan, dengan menyelenggarakan
lembaga-lembaga persekolahan atas biaya dan kemampuan sendiri.9
Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat dikemukakan bahwa partisipasi
masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan begitu penting, walaupun dalam hal-
hal tertentu perlu pembatasan oleh karena itu keberpihakan rakyar terhadap
penididkan perlu mendapat dukungan oleh pemerintah.
9 Kartini Kartono, Quo Vadis Tujuan Pendidikan, Harus Singkron dengan Tujuan Manusia,
(Bandung : Mandar Maju :  1991), h. 46
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C. Peran dan Fungsi Komite Sekolah dalam Peningkatan Mutu Pendidikan
Islam.
Komite sekolah membutuhkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan
peran dan fungsinya sebagai lembaga yang di bentuk untuk membantu pihak sekolah
dalam meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, sehingga sekolah dapat
melahirkan siswa siswi  yang berkualitas.
Peranan yang dijalankan komite sekolah adalah sebagai :
a. Pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan  dalam
pelaksanaan kebijakan  pendidikan di satuan pendidikan yaitu
sekolah.
b. Pendukung baik berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga
dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
c. Pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilatas
penyelenggaraan dan keluaran pendidikan disatuan pendidikan.
d. Juga sebagai mediator antara pemerintah dengan masyarakat
disatuan Pendidikan.10
Sedangkan untuk menjalankan perannya, komite sekolah memiliki fungsi
sebagai berikut :
1. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap
penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
2. Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/ organisasi/ dunia
usaha/ dunia industri) dan pemerintah berkenan dengan penyelenggaraan
pendidikan yang bermutu.
3. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan,
4. Memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada satuan
pendidikan mengenai :
a. Kebijakan dan program pendidikan.
b. Rencana anggaran pendidikan dan belanja sekolah (RAPBS).
c. Kriteria kinerja satuan pendidikan.
d. Kriteria tenaga pendidikan.
10 Keputusan Mentri pPendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Komite Sekolah,
(Salinan Kepmen Diknas RI), lampiran II.
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e. Kriteria fasilitas pendidikan.
f. Hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan.
5. Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan
guna mendorong peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan.
6. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembinaan penyelenggaraan
pendidikan disatuan pendidikan.
7. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program
penyelenggaraan pendidikan dan keluaran pendidikan disatuan
pendidikan.11
Tujuan dibentuknya Komite Sekolah adalah agar ada suatu organisasi
masyarakat sekolah yang mempunyai komitmen dan loyalitas serta peduli terhadap
peningkatan kualitas sekolah. Komite Sekolah yang dibentuk dapat dikembangkan
secara khas dan berakar dari budaya, demografis, ekologis, nilai kesepakatan, serta
kepercayaan yang dibangun sesuai dengan potensi masyarakat setempat. Oleh karena
itu, Komite Sekolah yang dibangun harus merupakan pengembang kekayaan filosifis
masyarakat secara kolektif. Artinya, Komite Sekolah mengembangkan konsep yang
berorientasi kepada pengguna (client model), berbagi kewenangan (power sharing
and advocacy model), dan kemitraan (partnership model) yang difokuskan pada
peningkatan mutu pelayanan pendidikan.
Upaya meningkatkan kualitas pendidikan terus-menerus dilakukan baik secara
konvensional maupun inovatif. Hal tersebut lebih terfokus lagi setelah diamanatkan
bahwa tujuan pandidikan pada setiap jenis dan jenjang pendidikan. Pemerintah,
dalam hal ini Menteri Pendidikan Nasional juga mencanangkan “ Gerakan
Peningkatan Mutu Pendidikan” pada tanggal 2 Mei 2002. Namun demikan, berbagai
11 Ibid., h. Lampiran II.
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indikator mutu pendidikan yang cukup menggembirakan, namun sebagaian lainnya
masih memperhatikan.
Dari berbagai pengamatan dan analisis, sedikitnya terdapat tiga faktor yang
menyebabkan mutu pendidikan tidak mengalami perubahan secara merata.
Faktor pertama, kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional
menggunakan pendekatan  education production fuction tau input-output analysis
yang tidak dilaksanakan secara kosekuen.
Faktor Kedua, Penyelenggaraan pendidikan nasional dilakukan secara
birokratik-sentralistik.
Faktor ketiga, peran serta masyarakat, khususnya orang tua siswa dalam
penyelenggarakan pendidikan pendidikan selama ini sangat minim.12
Indra Djati Sidi, juga mengemukakan empat isu kebijakan penyelenggaraan
pendidikan nasional yang perlu direkonstruksi dalam rangka otonomi daerah. Hal
tersebut berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan, peningkatan efesiensi
pengelolaan pendidikan, peningkatan revelensi pendidikan dan pemerataan pelayanan
pendidikan.
Peningkatan revelensi pendidikan mengarah pada pendidikan berbasis
masyarakat. Peningkatan peran serta orang tua dan masyarakat pada level
kebijakan (pengambilan keputusan) dan level operasional melalui komite
(dewan) sekolah. Komite ini terdiri atas kepala sekolah, guru senior, wakil
orang tua, tokoh masyarakat dan perwakilan siswa. Peran komite meliputi
perencanaan, implementasi, monitoring serta evaluasi program kerja
sekolah.13
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa komite sekolah mempunyai fungsi
dan peranan yang sangat penting dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan
12 Mulyasa, Kurikulum Berbasis Kompetensi, Konsep Karakteristik dan Implementasi,
(Bandung :  PT. Remaja Rosdakarya, 2004), h. 5
13 Ibid, h.6
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khususnya pendidikan Islam, oleh karena itu komite sekolah perlu mendapat
perhatian dan dukungan dari masyarakat dalam menjalankan fungsinya.
Luasnya cakupan peran dan fungsi komite sekolah dalam penyelenggaraan
pendidikan Islam merupakan kondisi yang kondusif dalam mewujudkan lembaga
pendidikan yang aspiratif, dan terbukanya peluang untuk melibatkan masyarakat
secara luas dalam penyelenggraan pendidikan, baik dalam tahap perencanaan,
pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendidikan.
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Populasi dan Sampel
Agar pembahasan lebih terarah dan sistematis sesuai dengan tujuan penelitian,
maka peneliti berupaya semaksimal mungkin untuk menguraikan hal-hal yang terkait
dengan metode penelitian ini adalah: populasi dan sample, instrumen pengumpulan
data, prosedur pengumpulan data dan teknik analisis data.
1. Populasi
Kegiatan penelitian pada dasarnya bertujuan untuk mengolah data yang
otentik di lapangan. Penelitian populsi maupun penelitian sampel sama-sama
tujuannya untuk memperoleh sejumlah data.
Data yang dimaksud disini adalah data empiris, yakni data lapangan yang
terjadi sebagaimana mestinya. Data tersebut harus jelas sumbernya apakah
individu, geja peristiwa atau kejadian, dokumen tertulis, peningggalan dan
sebagainya.1
Penentuan jumlah populasi dalam suatu penelitian merupakan salah satu
langkah penting karena dalam populasi diharapkan diperoleh data yang diperlukan.
Untuk mengetahui secara jelas populasi yang akan dijadikan objek penelitian dalam
penulisan skripsi ini, terlebih dahulu penulis mengemukakan pengertian populasi
berdasarkan rumusan oleh beberapa ahli antara lain:
1
. Nana Sujana dan Ibrahim. Penelitian dan Penilaian Pendidikan, (Cet. III, Bandung: Sinar
Baru, 1994), h. 83
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Suharsimi Arikunto berpendapat bahwa populasi yaitu keseluruhan subjek
penelitian.2 Pendapat ini senada dengan apa yang dikemukakan oleh Ine Amirman
Yousda, bahwa populasi adalah keseluruhan objek yang diteliti, baik berupa benda,
kejadian, nilai maupun hal-hal yang terjadi.3.
Untuk melengkapi pemahaman kita tentang pengertian populasi, maka penulis
juga mengemukakan pendapat dari Sutrisno Hadi bahwa:
Populasi adalah seluruh penduduk yang dimaksudkan untuk diselidiki disebut
populasi atau universum. Populasi dibatasi sejumlah penduduk atau individu
yang paling sedikit mempunyai satu sifat yang  sama.
Berdasarkan beberapa pandangan di atas, maka dapat dipahami bahwa yang
dimaksud dengan populasi adalah seluruh anggota atau objek yang akan diteliti di
dalam suatu penelitian, dalam hal ini semua guru dan pengurus komite sekolah Pada
Madrasah Tsanawiyah Negeri  Kelara Kabupaten Jeneponto.
2. Sampel
Dalam penelitian diperlukan adanya yang dinamakan sampel penelitian atau
miniatur dari populasi yang dijadikan sebagai contoh, Nana Sujana mengemukakan
sampel adalah sebagian dari populasi terjangkau yang memiliki sifat yang sama
dengan populasi.4 Pendapat lain tentang sampel dapat dilihat dari apa yang
dikemukakan oleh M. Ali bahwa sampel adalah bagian dari kelompok kecil yang
2
. Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian, (Jakarta: Bulan Bintang, 1998), h. 103
3
. Ine Amirman Yousada. Penlitian dan Statistik Pendidikan, (Cet. I, Jakarta: Bumi Aksara,
1990), h. 120
4
. Nana Sujana dan Ibrahim. Op cit, h. 101
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mewakili kelompok besar.5 Lain halnya yang diungkapkan oleh Mardalis bahwa
yang dimaksud dengan sampel adalah sebagian dari individu yang menjadi objek
penelitian.6
Dengan melihat beberapa pendapat di atas tentang sampel, maka penulis dapat
menyimpulkan bahwa sampel adalah sebagian dari populasi  yang dijadikan sasaran
penelitian yang dianggap dapat mewakili yang lainnya. Adapun teknik pengambilan
sampel yaitu teknik proposive sampel yaitu sampel yang bertujuan mengambil subjek
bukan didasarkan atas strata, random atau dearah didasarkan atas adanya tujuan
tertentu.
TABEL I
Keadaan guru dan pengurus komite sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri Kelara
No Populasi Jenis Kelamin Jumlah
Laki-laki Perempuan
1. Guru 17 11 28
2. Pengurus Komite
Sekolah
21 6 27
Jumlah 38 17 55
Sumber data : Kantor Tata Usaha Madrasah Tsanawiyah Negeri Kelara
Sampel yang dimaksud dalam penelitian ini, yaitu sampel total atau sampel
sampling. Yang artinya keseluruhan populasi yang dijadikan sebagai objek
penelitian.pengambilan sampel ini, berdasarkan teori bahwa subjek penelitian kurang
atau sama dengan 100 orang. Lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya
5
. M. Ali. Strategi Penelitian Pendidikan, (Cet. I, Bandung: Angkasa, 1993), h. 49
6
. Mardalis. Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, (Cet. II, Jakarta: Bumi Aksara,
1993), h. 55
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merupakan penelitian populasi. Karena jumlah populasi dari semua guru dan
pengurus komite sekolah pada Madrasah Tsanawiyah Negeri Kelara Kabupaten
Jeneponto di bawah 100 orang. Maka seluruhnya dijadikan sasaran penelitian.
B. Instrumen Pengumpulan Data
Penelitian akan menggukan beberapa instrumen penelitian. Hal ini
dimaksudkan untuk mendapatkan data atau informasi yang dapat
dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oleh karena itu, instrumen yang dimaksudkan
dalam penelitian ini adalah alat ukur, yaitu untuk mengukur atau menyatakan besar
dan presentase serata lebih kurangnya dalam bentuk kualitatif, sehingga dengan
menggunakan instrumen tersebut akan berguna sebagai alat, baik untuk
mengumpulkan data ataupun pengukurannya.
Adapun instrumen yang penulis akan pergunakan dalam penelitian untuk
mengetahui dampak pelaksanaan fungsi komite sekolah terhadap mutu pendidikan
Islam pada Madrasah Tsanawiyah Negeri  Kelara Kabupaten Jeneponto tersebut
terdiri  atas pedoman yaitu: observasi, wawancara, dokumentasi. Ketiga bentuk
instrumen penelitian tersebut digunakan karena pertimbangan praktis sebab
kemungkinan hasilnya lebih valid.
Untuk memberikan gambaran ketiga bentuk instrumen di atas, maka penulis
akan menguraikan secara sederhana sebagai berikut:
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1. Observasi
Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pendekatan sistimatis fenomena-
fenomena atau gejala-gejala yang akan diselidiki. Atau cara pengumpulan data
dengan mengamati langsung kelapangan.
Instrumen ini pergunakan dalam pengumpulan data dengan cara mengadakan
pengamatan terhadap masalah-maslah yang diperlukan untuk dicatat secara
sistematis agar diperoleh gambaran yang jelas dan memberikan petunjuk
untuk memecahkan masalah yang diteliti.7
2. Wawancara
Wawncara adalah salah satu bentuk Tanya jawab yang sering digunakan
dalam penelitian yang tujuannya untuk memperoleh data atau keterangan secara
langsung dari instrumen. Wawancara sering pula disebut kuesoner lisan, yaitu sebuah
dialog yang dilakukan oleh pewawanacara untuk memperoleh informasi dari orang
yang diwawancarai.
Suharsimi Arikunto berpendapat, ditinjau dari pelaksanaannya, maka
interview atau wawancara dapat dibedakan atas beberapa macam yaitu:
a. Interview bebas, inguided intreview  dimana pewawancara bebas apa saja
yang akan dikumpulkan. Dalam pelaksanaannya pewawancara tidak
membawa pedoman apa yang akan ditanyakannya.
b. Interview terpimpin, guided interview yaitu interview yang dilakukan oleh
pewawancara dengan membawa sederetan pertanyaan lengkapdan
terperinci.
c. Interview bebas terpimpin, yaitu kombinasi antara interview bebas dengan
interview terpimpin. Dalam melaksanakan interview, pewawancara
membawa pedoman yang hanya garis besar yang akan ditanyakan.8
7
. Nana Sudjana. Metode Statistika, (Cet, I. Bandung: Tarsito, 1992), h. 8
8
. Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Peraktek, (Jakarta: Rineka
Cipta. 1998), h. 196
31
Dalam hal ini penulis mengadakan wawancara dengan membuat sejumlah
daftar pertanyaan untuk dijawab oleh informan yaitu:
1. Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri  Kelara Kabupaten Jeneponto.
2. Pengurus Komite Sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri Kelara
Kabupaten Jeneponto.
3. Guru-guru Madrasah Tsanawiyah Negeri  Kelara Kabupaten Jeneponto.
4. Kepala Tata Usaha Madrasah Tsanawiyah Negeri  Kelara Kabupaten
Jeneponto
3. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan salah satu instrumen yang penulis pergunakan dalam
memperoleh data di lapangan dimana penulis mencatat dokumen-dokumen yang ada
pada Madrasah Tsanawiyah Negeri  Kelara Kabupaten Jeneponto, yang dianggap
penting atau berhubungan dengan penelitian yang dilakukan dengan tujuan agar
dokumen-dokumen tersebut dapat membantu memecahkan masalah yang ada
hubungannya dengan pembahasan dalam penelitian ini.
C. Metode Pengumpulan Data
Untuk memperolah data yang diperlukan dalam penelitian ini maka penulis
mengguanakan metode pengumpulan data. Dalam hal ini penulis mengumpulkan data
dengan menggunakan metode sebagai berikut:
a.  Library research, yaitu penulis mengumpulkan data dengan jalan membaca
buku-buku atau artikel-artikel yang ada hubunganya dengan pembahasan
dalam skripsi ini, dengan menggunakan teknik:
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1). Kutipan Langsung, yitu penulis mengutip pendapat para ahli sesuai dengan
redakasi aslinya.
2). Kutipan tidak langsung, yaitu penulis mengutip pendapat para ahli dengan
mengubah sebagian dari redaksi aslinya namun maksud dan tujuannaya
sama.
b. Field research atau penelitian lapangan yakni dengan cara mengadakan
penelitian secara langsung kelokasi yang menjadi objek penelitian, sebagai
berikut :
1. Observasi
2. Wawancara
3. Dokumentasi
D. Teknik Analisis Data
Setelah data terkumpul dari hasil instrumen pengumpulan data, maka perlu
segera dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitik.
Data yang diperoleh (berupa kata-kata, gambar dan prilaku) tidak dituangkan
dalam bentuk bilangan atau angka statistik, melainkan tetap dalam bentuk
kualitatif yang memiliki arti lebih kaya dari sekedar angka atau frekwensi.
Peneliti segera melakukan analisis data dengan memberi pemaparan gambaran
mengenai situasi yang diteliti dalam bentuk uraian naratif.9
Setelah bagian data ditelaah satu demi satu dengan menjawab pertanyaan apa,
mengapadan bagaimana pelaksanaan fungsi komite sekolah dari dampak yang
9
. Ibid, h. 104
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ditimbulkannya terhadap mutu pendidikan Islam pada Madrasah Tsanawiyah Negeri
Kelara Kabupaten Jeneponto.
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BAB IV
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN
A. Gambaran umum Madrasah Tsanawiyah Negeri Kelara.
1. Sejarah singkat berdirinya Madrasah Tsanawiyah Negeri kelara.
Madrasah Tsanawiyah Negeri Kelara merupakan satu-satunya pendidikan
formal yang berstatuskan negeri didalam lingkungan kecamatan Kelara yang
bernaung di bawah departemen agama.Madrasah Tsanawiyah Negeri Kelara terletak
sekitar 2 KM dari Ibu Kota kecamatan Kelara dan kurang lebih 15 KM dari Bonto
Sunggu Ibu Kota Kabupaten Jeneponto Adapun Profil Sekolah Madrasah Tsanawiyah
Negeri Kelara adalah sebagai berikut;
Profil Sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri Kelara
Nama Sekolah : Madrasah Tsanawiyah Negeri Kelara
No. Statistik : 213730450001
Propinsi : Sulawesi Selatan
Otonomi : Kabupaten Jeneponto
Kecamatan : Kelara
Kelurahan : Tolo Kota
Alamat : Jln. Sungai Kelara, No.3
Kode Pos : 92371
Status Sekolah : Negeri
Surat Keputusan : No. 109
34
Penerbit SK di Tanda
Tangani Oleh : Kanwil Departemen Agama
Tahun Berdiri : 1975
Tahun Penegerian : 1997
Bangunan Sekolah : Milik Sendiri
Jarak Kecamatan : 2 km
Jarak Otoda : 15 km
Perjalanan Perubahan : - MTs Swasta Tahun 1975 s/d Tahun 1987
- MTs Filiyal Tahun 1987 s/d Tahun 1997
- MTsN Negeri Tahun 1997 s/d Sekarang
Seperti sekolah pada umumnya yang memiliki visi dan misi madrasah
mimiliki visi yaitu membentuk anak yang beriman, berilmu pengetahuan serta
berakhlak mulia, sedangkan misinya adalah:
a. Meningkatkan iman dan takwa
b. Meningkatkan mutu pendidikan dan keterampilan
c. Meningkatkan akhlak mulia (akhlakul karimah)
Madrasah Tsanawiyah negeri Kelara diberdiri pada tahun 1975 dimana pada
saat itu Kepala Sekolah dijabat oleh KH.Abdul Hayyong. Sepanjang  berdirinya
Madrasah Tsanawiyah Negeri Kelara sampai sekarang telah beberapa kali terjadi
pergantian Kepala Sekolah.
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Adapun nama-nama  kepala Sekolah mulai dari awal berdirinya sampai
sekarang adalah:
1.KH.Abdul Hayyong
2. Mapparanrang, BA.
3. H. Abd. Rahim Bone
4. M. Jufri Bate
5. H. Abd. Rahim Bone
6. Salmah, S.Ag
Melihat Nama-nama mantan kepala sekolah di atas H.Abdul Rahim Bone
menjabat sebagai Kepala Sekolah selama dua kali periode di Madrasah Tsanawiyah
Negeri Kelara, menurut salah seorang guru  Madrasah Tsanawiyah Negeri Kelara
yang mengatakan bahwa :
H.Abdul Rahim Bone  adalah salah seseorang yang paling berjasa dalam
membangun serta mengantar madrasah Tsanawiyah Negeri Kelara menjadi
salah satu  sekolah unggulan di Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto.1
Selain itu H.Abdul Rahim Bone pulalah yang memprakarsai peralihan status
Madrasah Tsanawiyah Negeri Kelara yang dulunya berstatus Swasta ke status Negeri.
Yang mana selama berstatus Negeri banyak skali peningkatan yang Nampak. Dan
yang menjabat sebagai Kepala sekolah di Madrasah Tsanawiyah Negeri Kelara
sekarang Salmah, S.Ag. adalah putri dari H.Abdul Rahim Bone. Yang mana
Salmah.S.Ag adalah juga Alumni Madrasah Tsanawiyah Negeri Kelara sendiri.
1 H. Abd. Rahman, S.Ag, Guru MTsN Kab. Jeneponto, wawancara Tanggal 13 Mei 2009
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Selama kurang lebih 34 tahun terjadi perubahan status, kemudian yayasan
menyerahkan ke Departemen Agama, otomatis segala urusan pun berpindah.Tepatnya
pada tahun 1997 Madrasah Tsanawiyah Negeri Kelara berstatuskan negeri. Saat ini
pula Madrasah Tsanawiyah Negeri Kelara diangkat sebagai ketua gugus sekolah yang
mana Madrasah Tsanawiyah Negeri Kelara menjadi contoh perbandingan Madrasah-
madrasah Tsanawiyah yang lain.
1. Keadaan guru
Untuk mempercepat tujuan pendidikan, guru merupakan salah satu faktor
yang dapat menentukan berhasil tidaknya proses belajar mengajar, baik ditinjau dari
segi kuantitas maupun dari segi kualitasnya. Oleh sebab itu, berkat usaha dan
pengabdiaanya yang ikhlas sehingga dapat menumbuhkan dan mencetak siswa-siswi
yang bermanfaat dan berguna bagi masyarakat pada umumnya.
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa guru mempunyai peranan yang
sangat penting di dalam proses belajar mengajar. Dalam usaha mengantarkan siswa
kepada tingkat kedewasaan, baik dalam berpikir maupun bertingkah laku.
Kelangsungan hidup suatu lembaga pendidikan bergantung kepada kompetensi guru
dan kesehatan mentalnya dalam mengarahkan dan membina anak didiknya menjadi
manusia yang berkepribadian tinggi serta berbudi luhur.
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Untuk mengetahui dengan jelas mengenai keadaan guru pada madrasah dapat
dilihat pada tabel sebagai berikut:
TABEL II
Keadaan Guru MTsN Kelara
No Status Kepagawaian
Guru
Jenis Kelamin Jumlah
Laki-laki Perempuan
1 Guru tetap 11 7 18
2 Guru tidak tetap 6 4 10
JUMLAH 17 11 28
Sumber data : kantor tata usaha Madrasah Tsanawiyah Negeri Kelara.
Dengan melihat tabel di atas, dapatlah diketahui bahwa jumlah guru di
madrasah belum seimbang dengan jumlah ruangan kelas sebanyak 6 ruangan yang
terdiri dari kelas I sampai kelas III. Yang mana tiap kelas terdiri atas 2 ruangan.
Padahal guru memegang peranan yang sangat  penting dalam
Melihat dari segi kualitas para guru umumnya lulusan Institut Agama Islam
Negeri Alauddin Makassar yang telah menempuh pendidikan dan memperoleh gelar
sarjana untuk mata pelajaran agama, sedangkan untuk mata pelajaran umum,
diberikan kepada guru yang berasal dari jurusan dan berlatar belakang pendidikan
sesuai bidang study yang diajarkan.
2. Keadaan pengurus komite sekolah
Dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional melalui upaya
peningkatan mutu pemerataan, efisiensi, penyelenggaraan pendidikan, tercapainya
program kerja pendidikan di lingkungan madrasah, perlu adanya dukungan dan peran
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serta masyarakat lebih optimal sebagaimana dimaksud keputusan menteri pendidikan
nasional republik Indonesia Nomor. 004/U/2003 tentang dewan pendidikan dan
komite sekolah.
Komite sekolah adalah mitra kerja dalam pengelolaan oleh kepala sekolah.
Komite sekolah ini memberikan nasehat dan formulasi dan implementasi kebijakan
sekolah dalam mendukung penyelenggaraan di sekolah, mengawasi proses dan luaran
sekolah dan merupakam perantara antara pemerintah dan masyarakat. Menurut
pedoman Depdiknas saat ini jumlah keanggotaan komite sekolah minimal 9 orang
terdiri dari orang tua siswa, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan dan pengusaha dan
masing-masing wakil organisasi profesi, alumni, guru, yayasan dan pemerintah
daerah.
Komite Sekolah sebagai sebuah organisasi perlu dikelola sebagai sebuah
organisasi dengan menerapkan berbagai prinsip dan praktik-praktik manajemen yang
tepat. Ketua komite sekolah adalah penguasa setempat, dan terlibat secara penuh
dalam perencanaan dan pengawasan keuangan sekolah. Komite sekolah dibentuk di
setiap sekolah sebagai hasil dari SK Menteri No. 202 untuk desentralisasi. Komite
diharapkan bekerjasama dengan kepala sekolah sebagai partner untuk
mengembangkan kualitas sekolah dengan menggunakan konsep manajemen berbasis
sekolah dan masyarakat yang demokratis, transparan, dan akuntabel. Semua sekolah
diwakili oleh paling sedikit satu orang guru, dalam komite. Komite sekolah peran
untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan melalui:
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(i) nasihat
(ii) Pengarahan
(iii) Bantuan,Personalia,dan
(iv) Material,danfasilitas,
(v) Pengawasan Pendidikan
Pengurus komite sekolah terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara  dan bidang-
bidang khusus dengan kebutuhan komite sekolah dan masa kerjanya ditetapkan
berdasarkan rapat anggota pengurus komite sekolah.
Komite Sekolah terdiri atas orang tua/wali murid, tokoh masyarakat, tokoh
pendidikan, dunia usaha/industri, organisasi profesi tenaga pendidikan/guru, wakil
alumni, dan wakil dari siswa (khusus untuk SLTA). Angggota Komite juga
disebutkan sekurang-kurangnya berjumlah sembilan orang dan jumlahnya harus
gasal. Anggota Komite dapat melibatkan dewan guru dan yayasan atau lembaga
penyelenggara pendidikan maksimal berjumlah tiga orang. Syarat-syarat, hak, dan
kewajiban, serta masa keanggotaan Komite Sekolah biasanya ditetapkan dalam
AD/ART. Ada pun struktur pengurus Komite Sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri
Kelara adalah sebagai berikut:
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Struktur Pengurus Komite Sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri Kelara
kabupaten Jeneponto
KETUA
H. Abdul Hajib Sore
SEKERTARIS
Kahamuddin Tinggi, S.Ag
BENDAHARA
Hj. Syamsiah, SE
SEKSI HUMAS SEKSI PERALATAN
Ketua : Ketua :
Drs.Abdul jalil Rahman Syah
Anggota : Anggota :
Suardi Tamma Sulaeman
Abdul Takim Idris Salim
Darmawati Sampara Lalang
Abd. Hakim Suherman
Muh. Saleh Ismail
SEKSI PENGEMBANGAN BAKAT SEKSI DANA
Ketua : Ketua :
Muslimin, S.Ag Firdaus Kr.Tunru’
Anggota Anggota
Hasmiati Khair Marhamah
Muhammad Salam Zainuddin
Siti Hajar Baharuddin
Rajab Nurlia
Suaib Tengang Kamaruddin
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Pengurus komite sekolah merupakan hasil rapat pengurus harian komite
Madrasah Tsanawiyah Negeri Kelara tanggal 8 April 2007 yang akan menjalankan
tugas dan fungsi komite sekolah selama periode 2007-2009. Namun dalam hal ini
lebih dikhususkan untuk tugas :
1. Memberi pertimbangan dalam bantuan kebutuhan sekolah.
Mendukung, baik bersifat financial, pemikiran maupun tenaga dalam
penyelenggaraan pendidikan pada sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri
Kelara.
2. Mengontrol dalam rangka transparansi dalam pemanfaatan dana bantuan
sekolah.
Sebuah organisasi akan berjalan lebih cepat, efektif, dan efisien apabila
organisasi tersebut dipenuhi oleh orang-orang yang penuh kreativitas. Orang yang
kreatif adalah orang yang selalu bertanya tentang sesuatu yang dianggap masalah.
Orang kreatif adalah orang yang selalu berfikir untuk menemukan solusi untuk
memecahan suatu masalah. Orang yang kreatif selalu memiliki gagasan-gagasan baru,
yang kadang-kadang tidak pernah dipikirkan orang lain. Organisasi yang baik adalah
organisasi yang mendukung pengembangan kreativitas.
Komite Sekolah dapat menjalankan roda organisasi melalui berbagai
kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut telah mereka susun pada saat Rapat Kerja
pengurus Komite Sekolah. dalam menjalankan kegiatan perlu dibuat job description
bagi setiap pengurus dan setiap jabatan yang diembangnya, sehingga tidak terjadi
tumpang tindih pelaksanaan tugas. Dalam hal ini job description berupa panduan
42
siapa mengerjakan apa dan masing-masing personel bertanggung jawab atas
terlaksananya tugas yang ia diemban.Terkait dengan job description, juga disusun
panduan tata-hubungan antarpersonel. Dan sedapat mungkin menghindari
penempatan job berdasarkan jabatan, pangkat, dan kekayaan. Tapi berdasarkan
kemampuan dan keahlian masing-masing. Sehingga kegiatan yang akan di
laksanakan dapat berjalan lancar dan sesuai rencana.
Adapun program kerja Komite Sekolah Madrasa Tsnawiyah Negeri Kelara
adalah sebagai berikut :
- Pembuatan papan nama sekolah
- Membantu pihak sekolah berupa dana untuk gaji para guru tenaga Honorer.
- Membantu pihak sekolah untuk bernegosiasi dengan warga sekitar lingkungan
sekolah yang menolak tanahnya untuk di beli pihak sekolah untuk pembangunan
ruang kelas baru.
- Rapat pengurus setiap enam bulan sekali.
- Rapat pengurus komite bersama pihak sekolah setiap setahun sekali
- Pengadaan buku untuk perpustakaan sekolah.
- Pengadaan alat olahraga.
- Pengecatan sekolah setiap setahun sekali.
- Pengadaan infentaris Komite Sekolah
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3. Keadaan Siswa
Dalam proses belajar mengajar siswa merupakan objek atau sasaran utama
untuk di didik, dengan demikian setiap lembaga pendidikan hendaknya terdapat
sistem yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Disamping
terdapat kepala sekolah yang dapat membimbing guru-guru terdapat pula siswa-siswa
yang merupakan bagian integral yang terdapat dalam pendidikan formal.
Keberhasilan satu Negara terletak pada keberhasilan para pendidik
menciptakan kader-kader bangsa yang berkualitas, Madrasah Tsanawiyah Negeri
Kelara sebagai sekolah lanjutan tingkat pertama yang mana para siswa dan siswinya
berada dalam masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa remaja. Masa remaja
adalah masa-masa di mana rasa keingin tahuan mereka  terhadap seuatu sangat tinggi,
oleh sebab itu memang membutuhkan keseriusan pihak sekolah dalam mendidik
sehingga melahirkan siswa dan siswi yang berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia.
Maka dari itu Madrasah Tsanawiyah Negeri Kelara memberikan pelajaran
tambahan bagi para siswa dan siswinya yakni setap hari sebelum masuk waktu shalat
dhuhur semua murid di suruh kumpul di mushallah untuk di berikan pelajaran
tambahan. Ada beberapa materi yang di berikan yaitu pelatihan metode ceramah,
praktek shalat, dan pelajaran baca tulis Al Qur’an. Yang mana para siswa dan siswi di
berikan bekal agar supaya mereka menjadi manusia yang beriman dan bertakwa
kepada Allah SWT.
Setiap bulan suci  Ramadhan Madrasah Tsnawiyah Negeri Kelara membentuk
Tim Safari Ramadhan yang mana para siswa dan siswinya di utus ke Mesjid-Mesjid
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yang ada di Kecamatan Kelara untuk membawakan ceramah agama. Metode ini di
gunakan selain sebagai ajang mengaktualisasikan ilmu yang telah mereka dapatkan di
sekolah juga sebagai ajang sosialisasi sekolah ke masyarakat bahwa sanya Madrasah
Tsanawiyah Negeri Kelara punya keterampilan yang tidak di miliki sekolah-sekolah
lain. Sehingga masyarakat tertarik untuk menyekolahkan anaknya di Madrasah
Tsanawiyah Negeri Kelara, yang mana siswa dan siswinnya masih tergolong kurang.
Untuk lebih jelasnya tentang keadaan siswa dapat dilihat dalam tabel berikut ini :
TABEL III
Keadaan Siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri Kelara.
No Kelas Jumlah
Kelas
Jenis Kelamin Jumlah
Laki-laki Perempuan
1
2
3
I
II
III
2
2
2
36
32
30
30
31
34
66
63
64
Jumlah 6 98 95 193
Sumber data : kantor tata usaha MTsN Kelara.
4. Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana adalah salah satu faktor penunjang berhasil tidaknya
proses belajar mengajar itu sendiri. Yang mana sarana dan prasarana yang memadai
akan sangat membantu siswa dalam kesehariannya yaitu menuntut ilmu. Sebagai
mana sarana dan prasarana yang ada di Madrasah Tsanawiyah  Negeri Kelara sudah
ada yang tersedia tapi masih dianggap kurang . oleh sebab itu kerja sama antara pihak
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sekolah dan komite sekolah memang sangat di butuhkan untuk bersama sama mencari
solusi kekurangan sarana dan pra sarana yang dapat menghambat kelancaran proses
belajar mengajar di Madrasah Tsanawiyah Negeri Kelara.
Menurut salah seorang siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri Kelara :
Sarana dan prasarana yang ada di  Madrasah Tsanawiyah Negeri Kelara masih
kurang. Laboratorium computer misalnya pada saat mata pelajaran computer,
yang mana computer di sekolah hanya berjumlah  5 unit sehingga kadang
kami harus menunggu lama sampai teman yang lebih dulu kena giliran
selesai, bahkan sering ada teman yang tidak sempat kena giliran sementara
waktu istirahat telah tiba. Begitupun dengan perpustakaan yang buku-bukunya
masih sangat kurang sehingga kami jarang masuk perpustakaan.2
Pengadaan sarana dan prasarana memang sangat penting dimana sekolah
sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap peningkatan sumber daya manusia
khususnya yang terkait dengan proses pembelajaran, karena sekolah sebagai salah
satu komponen yang menentukan keberhasilan pendidikan.
Untuk lebih jelasnya tentang keadaan sarana dan prasarana sekolah Madrasah
Tsanawiyah Negeri Kelara dapat dilihat pada tabel berikut ini ;
2 Irsan, Siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri Kelara Kab. Jeneponto, wawancara Tanggal 9 Mei 2009
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TABEL IV
Sarana dan Prasarana Madrasah Tsanawiyah Negeri Kelara
No Sarana dan Prasarana Jumlah
1
2
3
4
5
6
7
8
Ruangan kelas I – III
Ruangan Kepala Sekolah
Ruangan Guru
Ruangan Tata Usaha
Mushollah
Lab. Komputer
Alat-alat Praktek olahraga
WC
6
1
1
1
1
1
5
3
Sumber data : kantor tata usaha MTsN Kelara.
B. Pelaksanaan Fungsi Komite Sekolah Terhadap Mutu Pendidikan Islam di
Madrasah Tsanawiyah Negeri Kelara.
Sebelum kita membahas lebih jauh apa dan bagaimana pelaksanaan fungsi
komite sekolah terhadap mutu pendidikan Islam pada Madrasah Tsanawiyah Negeri
Kelara sekaligus sebagai solusi dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi di
lapangan.
Agar lebih jelasnya peneliti terlebih dahulu ingin membahas fungsi komite
sekolah dan tugas pengurus komite sekolah sebagai pengantar kita dalam pembahasan
skripsi ini lebih lanjut meskipun sebelumnya telah dibahas dalam kajian pustaka. Tapi
karena perlunya teori penunjang agar tidak terjadi kesalahpahaman jadi penulis
berpikir perlu untuk dicantumkan kembali.
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Adapun fungsi komite sekolah berdasarkan keputusan menteri pendidikan
nasional nomor 044/U/2002 tentang komite sekolah:
1. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap
penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
2. Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/ organisasi/ dunia
usaha/ dunia industri) dan pemerintah berkenan dengan penyelenggaraan
pendidikan yang bermutu.
3. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan
4. Memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada satuan
pendidikan mengenai :
a. Kebijakan dan program pendidikan.
b. Rencana anggaran pendidikan dan belanja sekolah (RAPBS).
c. Kriteria kinerja satuan pendidikan.
d. Kriteria tenaga pendidikan.
e. Kriteria fasilitas pendidikan.
f. Hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan.
5. Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan
guna mendorong peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan.
6. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembinaan penyelenggaraan
pendidikan disatuan pendidikan.
7. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program
penyelenggaraan pendidikan dan keluaran pendidikan disatuan pendidikan.3
Dan tugas pengurus komite sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri Kelara:
1. Memberi pertimbangan dalam penentuan kebutuhan sekolah.
2. Mendukung, baik yang berwujud financial, pemikiran maupun tenaga
dalam penyelenggaraan pendidikan pada sekolah Madrash Tsanawiyah
Negeri Kelara.
3. Mengontrol dalam rangka transparansi dalam pemanfaatan dana bantuan
sekolah.
Untuk mendapatkan dampak positif atau hasil yang terbaik dari pelaksanaan
fungsi komite sekolah terhadap mutu pendidikan Islam, maka satu hal yang perlu
diperhatikan oleh ketua komite senantiasa memperhatikan kerja tugas pengurus.
3 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Komite Sekolah,
(salinan Kepmen Diknas RI), lampiran II.
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Dalam melaksanakan fungsi komite sekolah dimana merupakan tugas atau
konsekuensi yang harus dijalani untuk dapat mengorganisir, melakukan controlling,
koordinasi ke atasan (pengurus tertinggi) atau ke bawah (kepada masyarakat) jadi
mereka dituntut senantiasa komunikatif apalagi masyarakat yang dihadapi sebahagian
besar berada pada tingkat ekonomi dan pendidikan yang minim (kurang) hal ini
membutuhkan kesabaran dari pengurus.
Kemudian peneliti melakukan survey langsung di lapangan untuk mendapatkan
akurasi data yang akurat tentang kendala atau masalah-masalah yang terjadi di yang
selanjutnya mengambil keputusan pemecahan masalah dimana dibutuhkan sikap
transparansi dari pengurus (misalnya sumber atau pengalokasian dana) jadi
dibutuhkan kejujuran dari pengurus. Jika kita melihat begitu rumitnya beban
konsekuensi yang harus ditanggung oleh pengurus, sehingga peneliti menitikberatkan
begitu pentingnya perhatian ketua pengurus komite sekolah sebagai directing
(pemimpin) terhadap kinerja bawahannya (anggota pengurus komite sekolah
Madrasah Tsanawiyah Negeri Kelara), baik dari segi mengawasi, mengingatkan atau
memberikan intruksi yang berdasarkan hasil rapat apakah sudah mencapai tujuan
yang diinginkan yaitu peningkatan mutu pendidikan Islam.
C. Fungsi Komite Pada Madrasah Tsanawiyah Negeri Kelara
Dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional melalui upaya
peningkatan pemerataan, efesiensi penyelenggaraan pendidikan, tercapainya program
kerja di lingkungan Madrasah Tsanawiyah Negeri Kelara perlu adanya dukungan dan
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peran serta masyarakat yang lebih optimal sebagaimana dimaksud keputusan Menteri
Pendidikan Nasional Republik Indonesia No.044/U//2003 tentang Dewan pendidikan
dan Komite sekolah Madrasah melalui hasil rapat tanggal 8 April 2008.
Adapun tugas pengurus komite sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri Kelara
lebih dikhususkan kepada :
a. Memberi pertimbangan dalam penentuan kebutuhan sekolah
b. Mendukung, baik yang berwujud financial, pemikiran maupun tenaga dalam
penyelanggaraan pendidikan pada sekolah Madarasah
c. Mengontrol dalam rangka transfaransi dalam pemanfaatan dan bantuan sekolah
Kita telah mengetahui bahwa komite sekolah merupakan suatu badan atau
lembaga non politis dan non profit, dibentuk berdasarkan musyawarah yang
demokrtis oleh para stakeholders pendidikan di tingkat sekolah sebagai representasi
dari berbagai unsur yang bertanggungjawab terhadap peningkatan proses dan hasil
pendidikan.
Komite sekolah yang terdiri dari unsur-unsur orang tua siswa-siswi, wakil
siswa-siswi, wakil guru-guru, kepala sekolah, wakil tokoh masyarakat setempat
(ulama, budayawan, pemuka adat dan cendikia pemerhati pendidikan), wakil
masyarakat terinstitusi (lurah, camat, pejabat lain yang ada di wilayaha sekolah), dan
utusan pejabat pengendali pendidikan (dinas pendidikan).
Komite sekolah yang dibentuk di setiap tempat dan wilayah, dapat
dikembangkan secara khas dan berakar dari budaya, demografis, ekologis serta nilai
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kesepakatan, serta kepercayaan yang dibangun sesuai potensi masyarakat setempat.
Oleh sebab itu, komite sekolah yang dibangun harus merupakan pengembangan
kekayaan filosofis masyarakat kolektif, artinya komite sekolah mengembangkan
konsep profesionalis. Yang difokuskan kepada kualitas pelayanan kepada peserta
didik.
Komite sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri Kelara setiap tahun
mengadakan rapat sebanyak dua kali yang dihadiri para pengurus komite sekolah dan
orang tua siswa selaku masyarakat, namun dalam rapat ini para orang tua siswa lebih
banyak mengangkat permasalahan mengenai pembayaran iuran SPP. Hal ini
disebabkan karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai komite
sekolah termasuk tugas dan fungsinya.
Pelaksana fungsi komite sekolah pada Madrasah Tsanawiyah Negeri Kelara
belum dapat terlaksana sepenuhnya. Hal tersebut disebabkan belum adanya
penggalangan dana dari masyrakat sedangkan instansi terkait dalama hal ini
Departemen Agama telah memberikan bantuan fasilitas berupa bangku-bangku untuk
siswa-siswi. Sementara pelaksanaan fungsi komite yang lain secara tidak langsung
telah terlaksana walau belum menampakkan hasil yang maksimal. Seperti yang
dipaparkan salah seorang guru yang juga termasuk pengurus komite sekolah.
”untuk melaksanakan fungsi komite sekolah kami mempunyai keterbatasan
disebabkan tidak adanya dana. Olehnya itu kami sangat mengharapkan sekali
adanya seseorang baik dari pengurus atau masyarakat atau dari instansi lain
yang ingin menjadi donatur tetap untuk menanggulangi masalah dana”.4
4 Dra. Kasmawati, Guru MTsN Kelara Kab. Jeneponto, wawancara Tanggal 8 Mei 2009
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Hingga saat ini fungsi komite sekolah mengevaluasi pendidikan dengan
melihat hasil dari ujian yang dilaksanakan sementara pengawasan pendidikan
dilakukan melalui pengamatan langsung kepada siswa  melalui cara mereka bersikap
(ahklak).
D. Kendala-kendala yang Dihadapi dan Dampak Pelaksaan Fungsi Komite
Sekolah Terhadap Mutu Pendidikan di Madrasah TsanawiyahNegeri Kelara
Kabupaten Jeneponto.
Adapun yang akan dibahas pada pembahasan ini adalah hasil survey lapangan.
Peneliti dengan berbagai kekurangan yang menjadi masalah dan membutuhkan
penyelesaian.
Status sosial siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri Kelara rata-rata berada pada
kalangan menengah ke bawah. Cukup memperhatinkan memang, ditambah lagi pola
pikir yang masih simple dan masih sederhana. Sehingga wajar saja perhatian mereka
terhadap keberadaan komite sekolah lebih bersifat apriori atau menganggap hal itu
tidak terlalu penting. Tapi ketika mereka dihadapkan pada kesimpangsiuran informasi
disinilah tantangan berat buat para pengurus komite sekolah ketika mereka (orang tua
siswa) lebih menuntut hak tanpa mau mengikuti perkembangan informasi yang akurat
dari sekolah. Sehingga terjadi miss comunication. Seperti kasus yang pernah terjadi di
Madrasah Tsasanawiyah Negeri Kelara yang dipaparkan kepala sekolah Madrasah
Tsanawiyah Negeri Kelara;
“Dengan adanya orang tua yang beranggapan bahwasanya Madrasah
Tsanawiyah Negeri Kelara memberikan bantuan berupa alat tulis menulis bagi
seluruh siswa yang sekolah di Madrsah Tsanawiyah Negeri Kelara, padahal
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informasi yang ada yaitu pihak sekolah memberikan bantuan bagi siswa yang
betul-betul tidak mampu dan sangat membutuhkan bantuan tersebut” .5
Dengan adanya kasus seperti di atas, menandakan bahwa komite sekolah
dalam menjalankan roda-roda organisasi akan menemukan kendala-kendala,dan kita
berharap hal ini tidak terulang lagi. Adapun kendala-kendala yang di hadapi dalam
pelaksanaan Fungsi Komite Sekolah Terhadap Mutu Pendidikan pada Madrasah
Tsanawiyah Negeri Kelara Kabupaten Jeneponto adalah :
1. Banyaknya pengurus komite sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri
Kelara yang kurang aktif,
2. Dana yang di kumpulkan Komite Sekolah masih minim untuk membantu
memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekolah yang dapat menunjang proses
belajar mengajar di Madrasah Tsanawiyah Negeri Kelara.
3. Kurangnya perhatian dan pemahaman masyarakat dan orang tua siswa
Madrasah Tsanawiyah Kelara tentang apa itu komite sekolah dan apa
fungsinya.
4. Status Sosial masyarakat dan orang tua siswa yang rata-rata hanya tamat
Sekolah Dasar dan berprofesi sebagai petani. Sehingga mereka kurang
perhatian terhadap lingkungan pendidikan di mana anak-anak mereka
menuntut ilmu.
Maka dari itu sangat dibutuhkan peran komite sekolah untuk
mengaplikasikan fungsi komite sekolah berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan
5 Salmah, S. Ag, Kepala Sekolah MTsN Kelara Kab. Jeneponto, Wawancara Tanggal,
Wawancara  9 Mei 2009
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Nasional Nomor 044/U/2002 pada poin pertama tentang “mendorong tumbuhnya
perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang
bermutu”. Yaitu kemampuan pengurus yang komunikatif melakukan sosialisasi
tentang komite sekolah.
Dengan adanya sosialisasi tersebut, maka secara otomatis pengaplikasian
fungsi komite sekolah pada poin kelima dalam fungsi komite sekolah berdasarkan
Kepmen Diknas Nomor 044/U/2002. “Mendorong orang tua dan masyarakat
berpartisipasi dalam pendidikan guna mendorong peningkatan mutu dan pemerataan
pendidikan” juga ikut terlaksana. Hal ini merupakan tantangan kepada para pengurus
komite sekolah mengingat latar belakang pendidikan orang tua siswa sangat minim,
sehingga proses pemahaman terhadap mereka lambat dan membutuhkan kehati-
hatian.
Seperti yang dipaparkan oleh ketua komite Madrasah Tsanawiyah Negeri
Kelara:
“Bagaimana kita mendorong orang tua siswa sementara mereka sendiri tidak
begitu peduli dengan mutu pendidikan karena umumnya mereka berprofesi
petani”.6
Dapat disimpulkan bahwa dengan kondisi masyarakat seperti itu, dapat
menjadi alasan harus berhati-hati dan komunikatif dalam menghadapi mereka.
Untuk memudahkan para pengurus dalam melaksanakan tugasnya, yaitu
degan melakukan analisis Partisipasi dimana ditujukan kepada perilaku penduduk
6 H. Abdul Hajib Sore, Ketua Komite Sekolah MTsN Kelara Kab. Jeneponto, wawancara
Tanggal 11 Mei 2009.
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setempat, para pemuka masyarakat dan petugas yang diperkirakan dapat mewujudkan
sekolah yang berkualitas merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah,
masyarakat dan keluarga.
Bertolak dari uraian tersebut, maka partisipasi masyarakat dalam konteks
mewujudkan pendidikan yang berkualitas adalah kesadaran dan kepedulian
masyarakat melakukan aktivitas-aktivitas turut serta mengambil keputusan,
melaksanakan dan mengevaluasi keputusan dalam program pendidikan di sekolah
secara proporsional yang dilandasi kesepakatan.
Faktor lain yang juga mendukung peningkatan mutu pendidikan Islam yaitu
efesiensi guru dalam mengajar, baik dalam persoalan waktu, prasarana (seperti alat
tulis, buku), media dan metodologi mengajar. Tapi efesiensi tersebut tidak dapat
terealisasi di Madrasah Tsanawiyah Negeri Kelara, hal ini karena minimnya dana dan
mengingat juga tingkat ekonomi orang tua siswa berada pada kalangan menengah ke
bawah. Jadi wajar saja sekolah ini mengalami keterbatasan kemampuan untuk
mewujudkan efeseiensi tersebut misalnya pengadaan sarana dan prasarana seperti
kondisi bangunan, fasilitas utamanya buku paket sebagai sumber materi pengajaran
seperti dikutip dari salah satu guru Madrasah Tsanawiyah Negeri Kelara:
“kadang kami ketika mengajar meteri pelajaran dengan cara mendikte atau
mencatat di papan tulis.”7
Dari kutipan di atas dapat disimpulkan dengan adanya kondisi seperti itu
menyebabkan kurang efektifnya proses belajar mengajar karena pertimbangan
7 H. Abd. Rahman, S.Ag, Guru MTsN Kelara Kab. Jeneponto, wawancara Tanggal 13 Mei
2009
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efesiensi dalam mengajar, sehingga untuk mencapai mutu pendidikan yang
berkualitas pada Madrasah Tsanawiyah Negeri Kelara melalui proses yang lambat
dan membutuhkan waktu yang panjang karena Sarana dan Prasarana yang kurang
memadai.
Dalam kondisi dana yang sangat terbatas dan Madrasah Tsanawiyah Negeri
Kelara dihadapkan pada kebutuhan yang beragam, maka Madrasah Tsanawiyah
Negeri Kelara harus mampu membuat keputusan dengan berpedoman kepada
peningkatan mutu pendidikan khususnya pendidikan Islam. Jadi di dalam konteks
efesiensi biaya pendidikan, maka Madrasah Tsanawiyah Negeri Kelara harus
memberikan sugesti bahwa setiap kegiatan penggunaan anggaran selalu berorientasi
kepada upaya peningkatan mutu pendidikan Islam.
Dengan memperioritaskan kebutuhan peningkatan proses belajar mengajar
dibanding dengan belanja investasi lainnya. Hal tersebut harus dilakukan oleh
Madrasah Tsanawiyah Negeri Kelara secara mandiri dan kreatif didukung oleh
perencanaan yang matang berdasarkan musyawarah internal atau rapat pengurus
komite sekolah.
Melihat kasus seperti di atas, maka di sinilah tugas pengurus komite sekolah
dalam poin pertama dari kesepakatan hasil rapat mengenai “Memberi pertimbangan
dalam penentuan kebutuhan sekolah”. Untuk merealisasikan fungsi komite sekolah
pada Kepmen Diknas Nomor 044/U/2002 “Memberikan masukan, pertimbangan dan
rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai Kebijakan dan program pendidikan,
Rencana anggaran pendidikan dan belanja sekolah (RAPBS), kriteria fasilitas
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pendidikan dan menggalang dana masyarakat dalam rangka pembinaan
penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan”.
Selain itu untuk merealisasikan fungsi tersebut otomatis diperlukan lagi
pengaplikasian fungsi komite sekolah pada Kepmen Diknas Nomor 044/U/2002 pada
poin keenam “Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembinaan
penyelenggaraan pendidikan disatuan pendidikan”. Adapun jalan yang ditempuh
adalah dengan melaksanakan kembali fungsi komite sekolah pada Kepmen Diknas
Nomor 044/U/2002 pada poin kedua yaitu :” Melakukan kerjasama dengan
masyarakat (perorangan/ organisasi/ dunia usaha/ dunia industri) dan pemerintah
berkenan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu”. Begitu juga dengan
masyarakat sipil yang tidak menutup kemungkinan ingin menjadi orang tua asuh atau
donatur tetap untuk peningkatan mutu pendidikan Islam demi terciptanya sumber
daya manusia yang bermutu.
Namun kenyataan yang ada di lapangan harapan tersebut belum juga
terwujud, mudah-mudahan hal ini bisa menjadi agenda buat pemerintah terkhusus
Dinas Pendidikan dan Departemen Agama yang di prioritaskan setiap adanya
pengalokasian dana dari pemerintah pusat untuk biaya pendidikan masyarakat.
Sehingga para peserta didik dapat merasakan pemerataan sarana dan prasarana yang
memadai yang sangat menunjang aktifitas kesehariannya sebagai peserta didik.
Dapat disimpulkan bahwa dalam penerapan fungsi komite sekolah pada
Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 044/U/2002 ada hubungan yang saling
berkaitan karena poin yang satu dengan poin yang lainnya saling menutupi atau
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menunjang yang melalui proses siklus yang interaktif yang sekaligus menjadi solusi
dalam mengatasi kendala-kendala yang ada sampai terciptanya suasana yang kondusif
dalam proses belajar mengajar di Madrasah Tsanawiyah Negeri Kelara sehingga para
peserta didik dapat menjadi pemuda-pemuda harapan bangsa yang berilmu
pengetahuan dan berakhlak mulia .
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasrkan pada keseluruhan rangkaian pembahasan dalam skripsi ini, maka
dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Dari hasil survey pengurus, penulis mendapatkan beberapa kendala-
kendala yang membutuhkan penyelesaian untuk meningkatkan mutu
pendidikan Islam di Madrasah Tsanawiyah Negeri Kelara diantaranya
kurangnya perhatian dan pemahaman masyarakat tentang komite sekolah,
sehingga kerjasama yang diharapkan dari pengurus komite sekolah dan
masyarakat susah terwujud. Karena faktor status sosial dan
keterbelakangan pendidikan orang tua siswa sehingga sering terjadi mis
komunikasi dari masyarakat tentang kebijakan pihak sekolah terhadap
mereka. Dan kendala lain adanya keterbatasan dana dalam proses
pelaksanaan belajar mengajar di Madrasah Tsanawiyah Negeri Kelara.
2. Adapun pelaksanaan fungsi komite sekolah pada Kepmen Diknas Nomor
044/U/2002 mampu mengatasi kedala-kendala tersebut seperti mendorong
tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap
penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, mendorong orang tua dan
masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendorong peningkatan
mutu dan pemerataan pendidikan, memberikan masukan pertimbangan
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dan rekomendasi pendidikan mengenai kebijakan dan program
pendidikan, rencana anggaran pendidikan dan belanja sekolah (RAPBS),
kriteria fasilitas pendidikan dan menggalang dana masyarakat dalam
rangka pembinaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan,
melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/dunia
usaha/dunia industry) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan
pendidikan yang bermutu. Dengan adanya aplikasi fungsi-fungsi komite
sekolah dalam Kepmen Diknas Nomor 044/U/2002, diharapkan dapat
memberikan dampak positif terhadap peningkatan mutu pendidikan islam
di MTsN dalam pengalokasian dana.
B. Implikasi Penelitian
Madrasah Tsanawiyah Negeri Kelara adalah lembaga pendidikan islam,
diharapkan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang beriman dan
berkualitas  sehingga dapat bersaing dengan sekolah-sekolah lainnya serta
mampu bersaing dalam menghadapi era globalisasi.
Dengan adanya kenerja pengurus komite yang efektif, aktif serta terkoordinir
diharapkan mampu mencapai tujuan yang diinginkan dan mampu mengatasi
kendala-kendala dalam peningkatan mutu pendidikan Islam di Madrasah
Tsanawiyah Negeri  Kelara.
Dengan adanya penyusunan skripsi ini, penulis mengharapkan dapat
memberikan konstribusi terhadap pelaksanaan menajemen komite-komite
sekolah pada umumnya dan terkhusus kepada komite sekolah di Madrasah
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Tsanawiyah Negeri Kelara. diharapkan skripsi ini dapat menjadi ilustrasi
dalam penyelesaian kendala-kendala yang ada di Madrasah Tsanawiyah
Negeri Kelara .
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